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Pemerintah Kembali Salurkan Bantuan di Tahun 2022, Berikut Daftar Bantuan 

Diberikan Dampak Pandemi 

 

  
Sumber gambar: 

kompas.com/tren/read/2022/01/01/080500065/3-bantuan-pemerintah-yang-masih-disalurkan-pada-

2022-apa-saja-?page=all 

  

Pandemi Covid-19 di tahun 2022 belum berakhir. Pemerintah pun masih 

memberikan sejumlah bantuan sebagai dampak pandemi Covid-19. 

Ada beberapa bantuan diberikan yang akan dimulai sejak awal 2022. 

Salah satunya program kartu prakerja. 

Seperti diketahui, sepanjang 2021, pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan 

untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. 

Berikut ini tiga bantuan pemerintah yang masih disalurkan sepanjang tahun 2022, 

untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. 

Sejumlah bantuan tersebut di antaranya Kartu Prakerja, Bansos Kemensos dan 

BLT Dana Desa. 

Bantuan pemerintah diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat 

sebagaimana aturan yang berlaku. 

 Melansir Kompas.com, berikut daftar bantuan yang masih disalurkan pada tahun 

2022. 

1. Kartu Prakerja 
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Diberitakan Kompas.com, 15 Desember 2021, Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kartu Prakerja rencananya akan 

dilanjutkan pada 2022. 

Gelombang 23 atau lanjutan dari program tahun 2021 rencananya akan dibuka 

Februari 2022. 

Pihaknya mengatakan, setelah rapat komite dilaksanakan, maka kemungkinan 

besar pembukaan gelombang 23 akan dimulai pada bulan kedua tahun depan. 

"Tentunya nanti sekitar akhir atau pun awal Februari kita akan umumkan kapan 

gelombang 23 akan dimulai," ungkap Airlangga. 

Adapun jumlah penerima Kartu Prakerja tahun 2022 ditargetkan sekitar 3-4,5 juta 

penerima. 

Sebelumnya, Airlangga sempat menyampaikan bahwa program pelatihan Prakerja 

yang ditawarkan pada 2022 masih tetap sama, yakni pelatihan semi bantuan sosial. 

Selama pandemi Covid-19, pelatihan diselenggarakan secara daring atau online. 

Kendati demikian, mulai tahun depan, pihaknya berencana mengadakan pelatihan tatap 

muka atau luring apabila situasi pandemi semakin membaik. 

 

2. Bansos Kemensos 

Diberitakan Kompas.com, 2 Desember 2021, Kepala Biro Hubungan Masyarakat 

Kementerian Sosial (Kemensos) Hasim mengatakan, bantuan sosial dari pemerintah 

masih akan disalurkan pada 2022. 

 Bansos yang masih akan disalurkan antara lain, Program Keluarga Harapan 

(PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

"Iya, masih akan memberikan bantuan sosial sebagai bagian dari program 

perlindungan sosial bagi warga miskin dan rentan," kata Hasim. 

Adapun besaran PKH yang diberikan pada 2021 bergantung jumlah anggota 

keluarga penerima manfaat (KPM), yaitu: 

 Keluarga dengan ibu hamil dan anak usia dini akan mendapatkan Rp 3 juta. 

Keluarga yang mempunyai anak di bangku SD mendapat bantuan sebesar Rp 900.000, 

SMP Rp 1,5 juta, dan SMA Rp 2 juta. 

Keluarga yang mempunyai anggota disabilitas atau lansia mendapatkan Rp 2,4 

juta. 

Untuk besaran BPNT adalah Rp 200.000 per bulan. 

 

3. BLT Dana Desa 

Diberitakan Kompas.com, 13 Desember 2021, Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar 
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mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan patokan untuk penggunaan dana desa 

(DD) 2022. 

 "Sekitar 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selebihnya, 

60 persen dapat dimanfaatkan sebagai program Pemberdayaan untuk Masyarakat Desa," 

kata Abdul Halim. 

Sebelumnya, program BLT Desa di tahun ini diberikan kepada keluarga miskin 

dan tidak mampu di desa dengan besaran bantuan tunai sebesar Rp 300.000 per keluarga 

penerima manfaat (KPM) per bulan. 

Menurut Abdul Halim, perubahan persentase penggunaan dana desa untuk BLT 

2022 sudah tepat. 

 

Sumber berita: 

1. kompas.com/tren/read/2022/01/01/080500065/3-bantuan-pemerintah-yang-masih-

disalurkan-pada-2022-apa-saja-?page=all, 01 Januari 2022.  

2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/01/02/pemerintah-kembali-salurkan-

bantuan-di-tahun-2022-berikut-daftar-bantuan-diberikan-dampak-pandemi, 02 

Januari 2022. 

 

Catatan: 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2022  

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 

yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

 

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  

Pasal 5  

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf 

a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.  

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan 

untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:  

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; 

b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan  



 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/ Lela Damaris                               4 

 

c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa. 

Pasal 6  

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk 

pencapaian SDGs Desa:  

a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;  

b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan 

usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi 

Desa merata; dan  

c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan 

dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk 

mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.  

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk 

pencapaian SDGs Desa:  

a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi 

informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk 

pembangunan Desa;  

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;  

c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa 

kelaparan;  

d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan 

e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat 

secara menyeluruh dalam pembangunan Desa. 

(3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam 

sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 

c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:  

a. mitigasi dan penanganan bencana alam;  

b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan  

c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana 

Desa;  
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(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


